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SALINGN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I}

KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1999

; TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEXKAYAAN DAERAH

bENGRN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan

Menteri Dalam Hegeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis—jenis Retri-
busi Dasrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II
maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Dasrah

Imarupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana di-
maksud pada huruf. a, perlu diatur dengan

Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pem-

=

bentukan Daerah-daesrah Kabupaten Dalam Ling-
kungan Propinsi Jawsa Timur ‘

2. Undang—undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Nsgara
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembﬁran Negara
Nomor 2104) ;

Undang - undang Neomor 5 Tahun 1974 tentang

)

Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037) ; '

4 . Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

i
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Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasrah dan Retribusi Dasrah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambzahan Lembaran
Negara Nomor 3685)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-
tang Pslaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana {(Lembaran
Negara Tahun 1981 pNomor &, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 ten-
tang Retribusi Dasrah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3692);

Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahunp
1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negsri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Psasraturan Daerah dan
Peraturan Dasrah Pesrubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun
1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan
Dasrah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dasrah ; '

Keputusan Menteri Dalam Nageri Nomor 174 Tahun
1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Dasrah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 119 Tahun
1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jjenis
Retribusi Dasarah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II :

Peraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kedirli Nomor 1 %ahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Denéan persetujuan Dewan Psrwakilan Rakyat Daerah Kabupatsn

Dasrah Tingkat II Kadiri,



MEMUTUSKaAN

Menstapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
KEDIRI TENTANG RETRIBUST PEMAKAIAN  KEKAYAAN
DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrah ini vang dimaksud dengan -
a. Daarah, adalah HKabupaisen 0Dasrah Tingkat II
Kediri ; L abe i
b. Pemerintah Dasrah, adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Kediri ;

c. Kepala Daerah, adalahn Bﬁp&ti Hepala Dasrah
Tingkat II Kediri ;

d. Psjabat, adalah pagéwai vang diberi tugas ter-—
tentu dibidang retribusi dasrah sesuali dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi Persercan Tsrbatas, Perseroan Koman-—
diter, Perseroan lainnva, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah desngan nama dan bentuk
apapun, persakutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana psnsiun, bantuk usaha
tetap serta bantuk badan usaha lainnya ;

f. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas
jasa vang disadiakan oleh Pemerintah Daerah
dengan menganut prinsip komersial karena pada
dasarnya dapat pula’ disediakan oleh sektor
swasta ;

g. Retribusi Pemakaian Xskavaan Daerah yang se-
lanjutnya disebut retribusi, adalah pembayaran
atas pelavanan pemakaian kekavaan dasrzh
antara 1lain pemakaian tanah dan bangunan,
pemakaian ruang pesta, psmakaian kendaraan/
alat berat dan alat penelitian labo-ratorium,

alat—-alat berat milik Daerah ;
/ y A : /
é K g A (K g ¢ aL

—



Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau
badan yvang menurut Peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu:; \

Masa Retribusi, adalah suatu Jjangka waktu
tartentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah :
SBurat Ketstapan Retribusi Dasrah vang selanjut
nya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan
vang menentukan besarnva jumlah retribusi yang
terutang :

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjut-
nya disingkat STRD, adalah Surat untuk melaku-
kan Yagihan retribusi dan atau sanksi adminis-
trasi berupa bunga dan atau denda :
Pemariksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mesngelola data dan
atau hksterancan lainnva dalam rangka pengawas-—
an kespatuhan pemenuhan kswaiiban Retribusi
Daarah berdasarkan psraturan parundang-
undangan retribusi Dasrah ; _

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi
Dasrah, adalah =erangkaian tindakan vang
dilakukan oleh Penvidik Pegawai Negeri Sipil
vang selanjutnya dissebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti wang dengan
bukti itu membuat  tsrang tindak pidana di
bidang retribusi Daerah vang terjadi serta

menamukan tersangkanva.

BAaAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

-~

[ ¥
FEB838L

Dangan nama Retribusi Pemakalian Kekayaan

Daarah dipungut retribusi sSsbagzai pesmbayaran atas

pemakaian Kekayaan Daerah.
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Basal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian
hak pemakaian kskayzan daerah untuk Jjangka
waktu tertentu, yang meliputi :

@. Pemakaian tanah ;

b. Pemakaian bangunan:;

c. Pemakaian ruangan untuk pesta:

d. Psmakaian kendaraan/alat-alat berat milik
Dasrah;

e. Mobil ambulance dan rumah duka:

f. Pemakaian kekayaan lainnya.

(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pema-
kaian kekayaan Daerah untuk pelayanan umum,
antara lain pemeriksaan daging import, pengu—

Jian hasil mutu.
Pasal 4

Subyek Retribusi Pamakaian Kekayaan Daerah
adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BaAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusli Pemakaian Kekayaan Daerah digo-

longkan sebagai Retribusi Jasza Usaha.
BAB 1V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN
JASAH

Pasal &

, Tingkat penggunaan jasa diukur bsrdasarkan
Jangka waktu pesmakaian kekavaan Daerah.
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STRUKTUR DAN BESARNYA
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PRINZIP DAN Sa34RAN DAl oM RENETARAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasarzan dalam penstapan struk-

tuy dan bpssarnya tarlf retribuesi didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh kesuntungan vyvang layak
sebagaimana ksuntungan vang pantas diterima olsh
pengusaha sejenis vang besronsrasi secara sfisien

dan bsrorientasi pada hargs pasar.

84 8B VI
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BPaszal 2

o
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baerdasarkan tarif

tiwlilayvan dasrah atau

{(3) Dalam hal
temukan

ssbagai

pelayvanan/iass vyang merupakan Jumlah unsur-
unsur Ltarif yvang melipuli o

a. Unsur biaya per satuan penvediaan jasa :
b. Unsur kéuﬁtungaﬂ vang dikehandaki per

satuan jasa.

imana dimaksud pada ayat {(3)

{4) Biaya =sebag

., =@wmz banzsh dan bangunan,
d=n s2mua biava rutin/

oeriodik lainnve wvang beErkasitan langsung




(s)

(6)

SELrores = =

b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya
administrasi umum, dan biava lainnya yang
mendukung penyediaan jasa :

C. Biaya modal, vyang berkaitan dengan ter-
sedianya aktiva tatap dan aktiva lainnya
yang berjangka menengah dan panjang, vang
meliputi angsuran dan bunga pinjaman,
nilai sewa tanah dan bangunan, penvusutan
asst

d. Biaya - biaya lainnva vang barhubungan
dengan penyediaan jasa, ssperti bunga atas

pinjaman jangka pendsk.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditetapkan dalam prosentase tartentu
dari total biaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan dari modal ;

Struktur dan besarnya tarip sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan
sebagai berikut :

ﬁé; Pemakaian tanah.
1. Terop, sebesar Ro. 100,- (seratus

rupiah) setiap m=tar persegi sehari ;

J

. Pendirian warung, depot dan bangunan
tidak permanen, sebesar Rp. 200,- (dua
ratus rupiah) setisp meter persegi
perbulan :

§§. Pandirian warung, depoct dan  bangunan

permansn, ssbssar Rp. 300,- (tiga
ratus rupiah) setiap metsr §parsagi
sebulan

4. Pertunjukan umum vang dikomsrsizlkan

sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) setiap
matar parsegli seshari ;

5. Panjemuran, penimbunan, penvaluran

hasil pertanian maupun industri sebe-

sar Rp.{B,- {(lima rupiah) setiap meter

parsagli sehari ;



Thuruf o) ats

Digunakan saebagsi uszha orodulksi

partanian : "

a. Tanah sawah, ssbssar Rp 1.206.000;“
{satujuta dua ratus ribu rupiah)}
satiap hekitar sstahun ;

b. Tanah tegal, ssb=sar Rp. 500.000,-

]

{Lima rastus ribu rupiah) setiap
hektar setahun ;

<l 4

Dapat dibsbaskan dari ketentuan pemba-

¥

U=l sebagaimana dimaksud

i
or

yvaran Rstri

Bl

f

. penggunaan tempat—-tempat

i,

tertentuy untuk Kepsrluan vyang diss-

lsnggarakan untuk
. Kepentingan Dinzs Pemsrintab

. Parcobaan vang bsrzifat ilmiah ;
Amal /ibadah

Kepantingan umum.

TR I o B

B. Pemakaian gedung/bangunan.

:

1

Lapangan Chanda Bhirawa -

a. Untuk kepsrluan pertunjukan dengan
menungut biava ssbesar Rp. 50000, -
{lima puluh ribu rupiah) sshari
samalam ;

b. Untuk kepsrliuan paritandingan olah
raga memungut biaya masuk ssetiap
kali ;artandingan, ssbesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

o, Untuk kspsrluan raspat atad partsmu-
an vang bidask memungut biaya masuk
sstbiap smatu kali pemzkaian sebssar

Rp. 10.000,- {sepuluh ribu rupiah).

Lapangan Tenis :
a. Untuk keperluan latihan 1 (satu)
kali seminggu dzlas 1 {satu) bu

untuk satu klub dengan satu lapang-

an sebssar Rp. 20.000,- {duza puluh

ribu rupiah) : /¢



b.

Untuk ksperluan pertandingan 1
(satu) hari dengan satu lapangan,
sabssar Rp. 15.000,- ( lima balas
ribu rupiah).20. 50

3. Gadung Serba Guna :
a. Untuk keperluan rapat-rapat, perte-

muan-pertemuan resmi,hari nasional,

dan pertemuan vang bersifat umum :

1). Siang atau malam hari, sebesar
Rp. 200.000,- (dua puluh ribu
rupiah)

2). Sehari_ = semalam, sebesar
Rp. 30.000,- (tiga puluh riby
rupiah).

Untuk keperluan pertunjukan, pesta

vang bersifat umum pada waktu siang

atau malam hari - \

1). Pertunjukan tanpa memungut
biaya, perkawinvan, dan perta :

a. Gsdung Utama Rp. 100.3.0,-/

b. Air + Listrik Rp. 40. i23,~-
C. Kursi 400 @ Rp. 300 771
Rp. 120.00u,

d. Ruang VIP Rp. 15.000,~
e. Pengeras Suara
~ 4C0 watt ARp. 25.000,-
- 800 watt Rp. 50.000,-

- 1.600 watt Rp. 100.000,- o

- 3.200 watt Rp. 150.000,~

f. Lampu panggung Rp. 50.000,-7:

2). Partunjukan dangan maemungut
biava :

a. Gedung Utama Rp. 125.000,- /.1
b. A4ir + Listrik Rp. 40 000, ~

c. Kursi 400 @ Rp. 400
Rp. 160.000,-

d. Ruang VIP Rp. 15.000,-
2. Pesngsras Suara
- 400 watt Rp. 25.000,-
-~ 800 watt Rp. 350.000 -

1.600 watt Rp. 10C.000,-
3.200 watt Rp. 150.000,-

T. Lampu panggung Rp. 50.000,-

O

P

F ikl W

' 4

T
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4. Tempat kesenian

a. pertunjukan—-partunjukan tanpa mE—
mungut  biaya masuk, sebesar
Rp. 20.000,— {(dua puluh ribu
rupiah} ;

b. Paertunjukan-pertunjukan dengan me-
mungui Diava masuk, sebesar
Rp. 40.000,- (empat puluh ribu
rupiah) .

5. Dapat dibebaskan atau diberikan ke-
ringanan dari ketentuan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud huruf
&, atas psnggunaan tempat—-tempat umum
untuk keperluan yang disslenggarakan
oleh Pemerintah Daarah, Instansi
pemarintah dan lambaga pendidikan
negeri maupun swasta yang diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah ;

c. pPemakaian alat berat dan alat openelitian Laborato-
rium :
1. - Paemakaian Alat berat :
u0_| JENIS PERALATAN [KAPASIJAS TAHUN BESAR 3EWA KELEBIHAN
TON/M PEMBUAT-| PER HARI JaM KERJGA
AN { rRp ) ( Rp )
T pPUD IIY (SAKAI} 8 - 10 LT 22.500,- 5.500,-{-
Z. pup I¥  (SaKAl) 85 - 140 1973 25000~ 6.000,-
% pun ¥ {3AKATL) 4 - 5 1973 12.500,- 3.000,-
4, pup vI (BaRaTR) 6 - 8 1974 22.500,- 5.500,~
5 puUp VII (BaRATAjL 6 - 8 1975 22.500,- 5.500,~
&, DUD VI¥!(3QE&T%} & - 8 1976 25_000,~ &.000,-
i pun I¥ (Eﬁﬂﬁ?ﬂ) 4 - 8 1977 25.000,~ £.000,-
3. PR X {SQE%T&} 2,5 1980 12.500,- 3.000,-
o pun X1 (BaRava)l 2,5 1231 12.500,~ 3.000,-
i, pUD XII (BARATA} 2,5 198z 2.500 - 3.000,-
1l PUD XEIZ(E%R&?&] & = 8 1983 30.000,~ 7.500,-
12. | LOADER 1,5 B 1987 135.000,~| 33.500,-
i3, DUMP TRUCK 3.5 HS 1987 35.000,- &_500,-
14, VIBRRATOR ROLLER 1,0 TOM 1988 10,009, - 2.500,-
i5. COADRETE HMIXER 2.0 HP 1987 1600606, - Z2.500,-
146, COACRETE VIBRATOR 5,0 HP 1987 10.000, - 2.500
i7. a3PALT SPAYER 5,0 HP 1990 10000, - 7500 -
18, YIBRATOR PLATE- 4.0 HP igg7 1G.000,- 2.500,-
TARPER
19. YIBRATOR RAHER 4,0 HP 1987 1G.006,~ 2.504 -
20. FLATBED TRUCK Z,5 TOM TLD~58 44 000 - 16.000,~
2i. AIR COMPRESSOR 100 CFM [ Xa8-45 Dd 200600, 5000 -
100 CFH
Z2Z. PAN MIXER 300 LTR FH-93 20.000,~ 5000,
23. PICK UP 3/4 TOMN | CARGO 2} ¥4 I0.000,- 7.500,-
24, MESIN PEMECAH 5 TOH 1979 20000, - 5.000,-
| BATY {RARATA)




@ I e

- Masin Pemscah Batu
{= epuldh) ton harga
Rp. &.00C.000,~- {enam

2. Pemakaian Alat Penelitian taboratorium.

f i T :
| NO.| JENIS PENGUJIAN | YOLUME | SEWA ALAT (Rp)
1 1 ! ! R
i i H i
R 2 ; 3 1 4 i
! ! ! : :
i § ] i
| I. | LABORATORIUM TANAH (GEQ TEHMIK} {
oo i !
| 1| | 1 contoh | 3.000,00
E %4 I 1 conteh | 5.000,00
13| | 1 contoh | 6.000,00 |
I 4. | 1 contoh | 5.000,00 |
Ios.] | 1 contoh | 24.500,00 |
- t 1 contoh | 32.000,00 |
| T | 1 contoh | 32.9000,00 |
i 8.} I 1 contoh | 3.000,00 |
b 9. | 1 meter | 20.000,00 |
| 10.{ Soundir [ 1 titik | 75.000,00 |
! H ! ! ] 1
i i i i i
| I1.| PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS | ! ;
H
Lo i | i
| 1.l dari Orum | 1 contoh | 74.000,00 |
1 i
Lo l 1
IT71.| AGBREGATE ( BAHAN/MATERIAL § | |
I 1.] Abrasi | 1 contoh | 10.000,00 |
i 2.| Gradasi { pnalisa Saringan } | 1 contoh { 4.000,00 |
t  3.] Berat Jenis | 1 contoh | 9.000,00 |
' 4.] Berat isi | 1 contoh | 5.000,00 |
| 5.{ Xadar luspur | 1 contoh | 5.000,00 |
Lo l | l
| 1v.| ' a !
bt 1 biji | 3.000,00 |
| 2.} 1biji | 2.000,00 |
| 3 1 biji | 2.000,00 |
z : z !
i i ) ¥
v | | |
N ; 17.000,00 |
| 2.4 ! 8.000,00 !
| 3.1 ! 50.000,00 |
i
I | l
| VI.| KEPADATAN LAPANGAN !
| 1.} ope (Dynamic Cone Penatrition) 3.000,00 |
I 2.1 Sand Cone 5 !
L 1 o i




sk
b
i

Pemakaian zlat bsrat berupa timbangan dipasar hewan i~

kenakan blava ssbagai berikutb :

1

Bagi pemakai timbangan yang baratnya Kurang dari 100
{zaratus) Kkilogram sebssar BRp. 500,- {1ima ratus

rupiah) setiap kali pemakaian ;
Bagi pemakai timbangan vang b
(seratus) kilogram sampal dengan Z00 {dus

kilogram sebesar Rp. 750,- {(tuju
rupiah) setiap kali pemakail

Bagi pemakal timbangan yang beratnya lgbih dari 200
{(dua ratus) kilogram sebssar #p. 1.000,- {zeribo
rupiah) setiap kali pemakaian.

Pemakaian toko dan gudang.

Izin penggunaan pertokoan dikenakan retribusi ssbe-
10 ribu)} =setiap 5 tahun ;

~etribusi bulanan ssbagai

iokasi Periokoan Tarip Retribusi
{¥~/ bulan }
L Z
J1. Kandangan - Pare Bp. 2.000,-
Pzsar Pamenang Pare Rp. 1.758,-
Pasar Kandangan Rp. 1.750,-
Pasar Wates ; Rp. 1.758,~
Pasar Gringging /Y Rp. 1.750,-
Pasar Pare Lama Rp. 1.75%,-
Pasar Hewan Tertek Rp. 1.750,-
Pasar Hgadiluwih Rp. 1.750,~
Pasar Guran Rp. 1.756,~
Pasar Papar . Rp. 1.500,- )
Pzsar Kras ( 2o, 1.750.- :
Pzzar Bendo Rp. 1.500,- /14
% . FAR)
Pacar HoJo Bp. 1.500,-
gAY/
Pasar Ploso B 1.500 - .




‘nﬂ
[¥]

01 jalan menuju ke Rp. 1.500,- /
Stasiup Kereta épi
Mgadiluwih

Simpang Tiga Ringin Rp. 1.750,-
gudho Pare

i belakang baskas Rp. 1.5680,-
Bioskop Mustika Pare

Penggunaan‘ﬁudang Bp. 250,-

BAaB VIIL
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pagzl <9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah
Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Dasrah

diberikan.

B AB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI
TERUTANG

Pasal 10

Masa rabribusi adalah jangka waktu yang lama-
nva 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala

nasrah bardasarkan kontrak hak pemakaian.

Retribusi terutang terjadi pada saat di-

tarbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipsrsama-

Kan.
B A B IA
TATa CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
{1) pPemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
{2) Retribusi dipungut dangan manggunakan SKRD

atau dokumsn lain yang dipsrsamakan.



~o+=ihusi tidak membayar

ng  membayar, di

o
’-w»l
Nt

pembayaran retribusi yang terutang harus di-

lunasi sskaligus ;

{2} Rastribusi yang terutang dilunasi selambat-
lambatnya 15 {(lima bslas) hari sejak diter-
bitkannys SHRD atau dokumen lain vang dipsir-
samakan ;

{3) arz pembavaran, panyetoran, tempat pem-

ratribesi diatur  dengan  Keputusan
“ensla Dasrah
B a8 KII
{1} paringatan /Surat

tindakan

lzin

ol
it

.

imaksud pada ayat
vang ditunjuik.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
FEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

Kaepala Dasrah dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi ;

Pangurangan, kKeringanan dan pembsbasan retri-
busi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diberikan kspadas Wajib Retribusi, antara
lain, lembaga sosial untuk mengangsur, kegiat

an sosial, bencana alam ;

Tata cara pengurangan, karinganan dan pembe-—
basan retribusi ditatapkan olsh Kepala
Daerah.
BAB XIV
KEDALUKWARSA PENAGIHAN
Pasal 17

Hak untuk meslakukan penagihan retribusi, ke-
daluwar=sa setelah melampaul jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila wajib retribusi

melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Tegoran ;

b. Ads pengakuan utang retribusi dari wajib

retribusi baik langsung maupun .tidak

langsung.
B A B XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal i8

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan ke-
wajibannva sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali

jumlah retribusi terutang ;
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Tindak pidana vang dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

o~
]
Noas

BAB XVI
PENYIDIKAAN
Pasal 19

(1) Pejabat Pegawsai Negeri Sipil tertentu ﬁiling4
kungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi
daerah - ;

{2) Wewsnang penyidik sebagaimana dimaksud padza
ayat (1) adalah -

&. manerima, mencari, mengumpulkan dan menali
ti keterangan atau laporan barkanaan

-~ dangan tindak pidana di bldang retr1bus1

dasrah agar keterangan atay laporan ter~
sebut menjadi lengkap dan JeTaS',

b. menéliti mencari dan mengumpulkan kete*
rangan mengenai orang erbad1 atau badan
tentang kebsnaran perbuatan vang dllakukan
sehubungan dengan tindak pldana retrlbu31
daerah terssbut:

c. meminta ketarangan dan bahan bukt1 darl
orang pribadi atau badan sahubungan dengan
tindak pidana di bldang ratr1bu31 daarah

— ; s b w@m9r1RQd buku - buku, catatan-catatan dan
dokumen—dokuman laln yang berksnaan dangan
tindak pidana di bldang retrzbu51 daerah'

e. melakukan penggnledahaﬁ untuk msnﬁapatkan
bahdn buk»; pembukuan _peﬁéatatan dan
dokumen-dokumen lain serta me‘akuk:n
penyitaan terhadap bahan buktl terﬂebut’

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelakaanaan tugas penyldlwan tldak pidana
di blddng retribusi  daerah:

g-. menyuruh berhenti, melarang Sssaarang ma-
ninggalkah ﬁuangaﬁ afmu tempat pada =aat
pemerlksaan sedana berlaﬁgsung dan mems-
riksa identitas crang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimagsud pada

huruf o




,

(33

h. maemotret seseocrang vyang besrkaitan dengan

i dasrah;

bl

S
. memancail orang untuk didengar keterangan-—

nva dan dipsriksa sebagai tersangka atau

ikan tindakan lain  yang perlu untuk

U
caran penvidikan tindak pidana di

kelan b
bidang retribusi dasrah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Panyidik sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

mamberitahukan dimulainya penyidikan dan
manyampaikan hasil penvidikannya kepada

panuntyt Umum, sssual dengan kstentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Fidana.

Pa=al 20
Dangan faraturan Daesrah ini,

dan tidak berlaku lagi :

cabupaten Dasrah Tingkat II
Tahun 1978 tentang Psnggunaan
dikuasai ocleh Pamerintah

ringkat II Kediri, bessrta

Kzbupaten Dasrah Tingkat II
Kediri Nomcr 24 Tahun 1992 tentang Penggunaan
Tempat-tempat Umum dan Tempat-tempat Tertantu
g Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
aerah Tingkat II Xediri ;
peraturan Dasrah Kabupatsn Dasrah Tingkat I
Kadiri Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penggunasn
Peralatan untuk Keperluan Pembangunan yang
Dimiliki dan atau Dikuasai oleh Pemarintah

¥abupatan Dasrah Tingkat 11 Kadiri.
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Pazal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Psraturan
Dasrah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut oleh ¥enala Dzsrah.

Pasal 22

Peraturan Dasrah ini mulai bsrlaku pada
tanggal diundangkan.

agar setiab orang dapat mengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah jnl
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu-

paten Dasrah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 Januari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABURPATEM DAERAH TINGKAT TI KEDIRI KEDIRI
Yetua,
T TTD.
/ HARSONO D, S.IP H. SUPARYADI, S.IF
/

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Nsgeri Republik
Indonesia Nomor 974.35 - 434, tanggal 7 Mei 1999,

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jendsral
Peamerirtahan Umum dan Otonomi Dasrah
Direltur Pembinzan Pemerintahan Daerah

TTD

Dre. K& U S AR AS.



-19—-

Diundangkan Dalam Lembaran Dasrah Kabupaten Daerah
" Tingkat II Kediri Tanggal 7 Septsmber 1999 Seri B Nomor 9/8B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K EDIRZ
Sskretaris #ilayvah/Dasrah

TTD.
Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSC.

Pembina Tingkat I
NIP. 010 082 718

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II




IT.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAHN

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka usaha meningkatkén sumber Penda—
patan Asli Daerah khususnya dari sektor ratribusi pemakai -
an kskayaan daerah maka untuk menertibkan penggunaan dan
pemaeliharaan kekayan daerah, perlu mengatur ketantuén*
ketentuan tentang pemakaian kekayan daerah yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah.

pDengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak-
lanjuti dengan Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Dasrah dan Keputusan Menteri Dalam
Negari Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis~jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
11, maka pengaturan Retribusi tentang pamakaian kekayaan
daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dasrah
Tingkat II Kediri perlu disesuaikan.

Untuk penyesuaian dimaksud perlu mengatur kembali
ketantuan-ketentuan tentang pemakaian kekayaan daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan : Cukup jelas.

pasal 22

[(»}



